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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 07/PERMENTAN/LB.200/2018
TENTANG

PEDOMAN ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa pelaksanaan kerja sama penelitian dan
pengembangan di Kementerian Pertanian, telah
ditetapkan  Peraturan  Menteri Pertanian  Nomor
06/PERMENTAN/OT.140/2/2012  tentang Pedoman
Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/PERMENTAN/
OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/
OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian
dan Pengembangan Pertanian;

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Pertanian, ketentuan mengenai alih
teknologi pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman
Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/PERMENTAN/
OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua atas
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Mengingat

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/
OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian
dan Pengembangan  Pertanian, perlu dilakukan
penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Pertanian, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Alih

Teknologi Pertanian;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4405);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5619);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5170);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5613);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5922);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang
Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan
Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang
Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang
Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian
dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga
Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang
Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5797);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5918);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/
OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian
dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 180) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
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Pertanian Nomor 99/PERMENTAN/OT.140/10/2013
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/OT.140/2/2012
tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan
Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1266);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015
tentang Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara
Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 511);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1243);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/PERMENTAN/
PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan
Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan
Pakan Ternak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1774);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.02/2016
tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari
Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada
Pemulia Tanaman dalam rangka Penggunaan Sebagian
Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan
Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN
ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN.



